
85 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Manusia adalah makhluk rasional (animal rationale) yang hadir ke tengah 

dunia sebagai pribadi yang secara esensial merupakan mono dualis yang terbalut 

dalam sifat dasariahnya sebagai mono pluralis. Sebagai mono dualis manusia 

tampil sebagai pribadi mandiri dalam keutuhan badan dan jiwa. Sebaliknya 

sebagai mono pluralis, tidak dapat disangkal bahwa dari hakikat dasarnya 

manusia juga merupakan makhluk sosial yang senantiasa hidup dalam relasinya 

dengan yang lain, baik itu dengan Tuhan maupun sesama manusia dan benda-

benda.  

 Sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri, manusia hadir 

sebagai pribadi yang memiliki keunggulan sekaligus kelemahan. Ia adalah pribadi 

yang mengadakan sekaligus diadakan, yang memberi sekaligus diberi arti oleh 

yang lain. Selain itu sebagai makhluk sosial, dalam menjalin hubungan dengan 

yang lain baik dengan Tuhan, sesama dan benda-benda manusia membutuhkan 

aturan-aturan, kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup yang mengatur tata hubungan 

manusia dengan yang lainnya. Aturan dan kebijaksaanaan hidup itu juga 

merupakan hasil dari kreasi akal manusia sebagai makhluk berbudaya yang 

diwariskan secara turun-temurun. Dalam kehidupan masyarakat Kerajaan 

Fehalaran, aturan dan kebijaksanaan hidup itu tertuang dalam berbagai elemen 

kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. 
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Berhadapan dengan situasi demikian, penulis berusaha untuk mencari dan 

menemukan kembali nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum adat di 

Kerajaan Fehalaran sebab bagi penulis, nilai-nilai itu adalah dasar pijakan bagi 

masyarakat Kerajaan Fehalaran menghayati kerukunan antar sesama dalam 

mengatasi berbagai persoalan yang terjadi.  Adapun nilai-nilai keadilan itu adalah 

sebagai berikut. 

Pertama, keadilan berimbang yang dipahami dalam ungkapan adat 

“hafoloin ema hede na’in, ema kuda na’in” (‘menghargai orang yang menanam, 

orang yang memelihara’). “Hafoloin ema hede na’in, ema kuda na’in” ini 

merupakan konsep keadilan yang merujuk pada sikap damai dan tidak memihak.
1
 

Bahwasannya pihak yang satu mendapat haknya kembali, yang lain menerima 

hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Situasi inilah yang dinamakan adil 

dan seimbang. 

Kedua, keadilan terbuka dan jujur yang tampak dalam ungkapan, “tetuk 

hodi laran mak kwer no naroma” (‘adil dengan hati yang jujur dan terbuka’).
2
 

Masyarakat Kerajaan Fehalran menekankan prinsip keadilan yang diterapkan 

secara jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan sebagai keikhlasan 

yang muncul dari hati. 

Ketiga, keadilan transformatif. Pada dasarnya suatu sistem peradilan adat 

dipercaya membawa perubahan dalam tingkah laku masyrakatnya. Serupa halnya 

dengan peradilan adat di Kerajaan adat Fehalran yang mampu membawa orang 

yang melakukan pelanggaran pada suatu titik perubahan. Perubahan akan tingkah 

laku yang buruk menuju suatu transfomasi diri yang lebih baik, dame ba neon 

                                                             
1 Yohanis Bau,  Loc.cit 

 
2 Petrus Y. Mali, Tokoh Adat Asumanu, Wawancara di  Lahurus, 24 Maret 2019 
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mak nakonu no sala (‘damai dari hati yang penuh penyesalan’).
3
 Pelanggaran 

terhadap hukum, baik itu hukum alam, hukum nasional, hukum adat ataupun 

hukum Tuhan merupakan suatu bentuk perbudakan yang membelenggu tidak 

hanya pelaku kejahatan, melainkan pula korbannya. Semakin besar tindakan 

pelanggaran hukum, semakin dalam pula perbudakan tersebut terhadap diri.
4
 Oleh 

karena itu, manusia yang melanggar hukum membutuhkan suatu proses perubahan 

atau proses mempertobatkan diri. Membangun suatu prinsip kesadaran yang tidak 

terbelenggu oleh berbagai macam ancaman tetapi perubahan yang datang dari 

kebebasan mutlak. 

Keempat, keadilan protektif. Dalam sistem peradian adat yang berlaku di 

Kerajaan Fehalaran, perdamaian dan keadilan diperjuangkan selain untuk 

tercapainya kesejahteraan, keduanya pun ditegakkan demi mencegah 

masyarakatnya melakukan tindakan yang dapat memecah-belah kesatuan antar 

warga. Ciri keadilan protektif dalam hukum adat di Kerajaan Fehalaran 

dimaksudkan sebagai tindakan perlindungan jangka panjang, “lia haksala mak hoi 

halao ne’e bodik haleok an iha loron ikus. Loron la’o hido hakbaken, kalan toba 

hodi luni” (persoalan yang diselesaikan ini untuk menaungi diri dihari kemudian. 

Siang diletakkan di pundak dan malam dijadikan bantal) suatu perlindungan 

transformatif yang membawa kebaikan pada masa mendatang.
5
 

 

 

 

                                                             
3 Petrus Y. Mali, Loc.cit 

4
 Geiko Muller-Fahrenholz, Rekonsiliasi: Upaya Memecahkan Spiral Kekerasan dalam 

Masyarakat, (Maumere: Ledalero, 2005), hlm. 50. 
5 Yohanis Bau, Tokoh Adat  Asumanu, Wawancara di Asumanu, 21 Maret 2019 
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5.2 Catatan Kritis 

Penekanan sebagian besar dari penulisan ini adalah tentang penerapan 

keadilan dalam hukum adat yan berlaku dalam linkup masyrakat yang ada di 

Kerajaan Fehalaran. Hukum adata yan berlaku dalam kehidupan masyarakat 

Kerajaan Fehalaran merupakan suatu proses peradilan adat yang kaya akan nilai 

keadilan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Meskipun demikian tidak 

dapat disangkal bahwa hukum adat sebagai hasil kreasi akal manusia tidak dapat 

terlepas dari kekurangan. Selain sumbangannya terhadap penegakan keadilan dan 

menciptakan harmoni dalam masyarakat, hukum adat juga memiliki kekurangan 

yang perlu dikritisi. 

Hukuman bagi pelaku “sala’an ba ema laen no fen” sebagai salah satu 

kasus yang diadili menurut hukum adat yan berlaku di karajaan Fehalaran, adalah 

dengan memberikan denda kepada kedua mempelai pelaku tindak perselingkuhan. 

Namun dalam proses peradilannya, dapat dilihat jika terdapat sedikit tindakan 

memihak kaum perempuan dimana kaum wanita aak sedikit mendapat keringanan 

dengan hanya menyiapkan denda berupa kain adat yang nilainya tidak setara 

dengan yang ditanggung kaun pria. Berhadapan dengan persoalan ini, keadilan 

berimbang itu tidak mungkin bisa ditegakkan jika para pelaku masih diperlakukan 

secara tidak merata. Kepada mereka kesempatan untuk memperoleh perlakuan 

yang setara di mata hukum tidak diberikan. 

 Di sini terdapat kontradiksi dalam sistem peradilan adat itu sendiri, sebab 

di satu sisi peradilan itu diadakan demi me dinamakan kesetaraan derajaat antar 

sesama manusia, namun sekaligus menolak kesetaraan gender manusia yang 

secara hakiki berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Jika ditinjau dari sudut 
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eksistensi kemanusiaan, maka hal ini melecehkan martabat kaum pria yang dalam 

tradisi masyarakat Kerajaan Fehalarans selalu dikatakan sebagai “ema mak rona 

uluk asu lian no manu lian”, (orang yang pertama mendengar kokokan ayam dan 

gonggongan anjing).
6
 Hal ini jika terus berkelanjutan maka dapat menimbulkan 

sedikit kemerosotan mental kaum pria yang akan semakin merasakan 

eksistensinya sebagai yang kuat merosot dan kaum wanita bisa kemudian 

mengklaim dirinya sebagai yang utama. 

Selain itu juga, hal lain yang disoroti oleh penulis dalam sistem hukum 

adat yang berlaku di Kerajaan Fehalaran ialah nilai dari keadilan itu sendiri yang 

mana dapat dilihat bahwa harkat dan martabat manusia dilihat dari segi ekonomis 

semata sehingga ketika terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan moralitas 

pribadi manusia, sanksi yang diberikan hanyalah sebatas pada denda material. 

 Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa dalam dirinya, hukum 

adat yang berlaku di Kerajaan Fehalaran merupakan kekayaan budaya dalam 

masyarakat Asumanu. Kekayaan ini perlu dipertahankan, dikembangkan dan 

diberi pendasaran serta argumentasi-argumentasi logis kultural guna memberikan 

sumbangan bagi proses penegakan keadilan dalam kehidupan manusia zaman ini.  

5.3 Saran 

Hukum adat  yang berlaku di Kerajaan adat Fehalaran diyakini sebagai 

bentuk peradilan adat yang berimplikasi terhadap usaha penegakan keadilan 

umum dalam masyarakat. Bertolak dari realitas zaman ini yang seringkali 

menyepelekan keadilan demi kepentingan pihak tertentu, penulis berpendapat 

bahwa hukum adat yang berlaku di Kerajaan Fehalaran hadir sebagai elemen 

                                                             
6 Yohanis Bau,  Loc.cit 
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budaya yang menawarkan beberapa nilai penting demi penegakan keadilan di 

tengah masyarakat. Nilai ini terwujud hanya atas kerjasama dari berbagai pihak. 

Pertama,  bagi para penegak hukum. Penulis menyarankan bahwa dalam 

proses penegakan hukum amat perlu untuk mempertimbangkan kosmologi 

masyarakat lokal. Bahwasannya hukum masyarakat lokal berkaitan erat dengan 

keadaan alam, manusia dan binatang. Setiap masyarakat menghendaki model 

penyelesaian sengketa berdasarkan hukum yang hidup, ditaati secara sadar, dan 

dipertahankan secara nyata dalam masyarakat. Perlu ada kerja sama secara 

fungsional antara Lembaga Peradilan Negara dengan Lembaga Alternatif 

penyelesaian sengketa nonlitigasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

Disarankan bahwa jika terjadi sebuah konflik, maka fungsionaris hukum adat, 

para na’i adat  diberikan kesempatan pertama untuk menyelesaikan masalah adat. 

Jika masalah tidak dapat diselesaikan secara tuntas barulah diteruskan ke lembaga 

peradilan formal. 

Kedua, para tokoh adat mesti menggiatkan usaha pelestarian semua 

elemen kebudayaan yang ada termasuk hukum-hukum adat yang berlaku di 

Kerajaan Fehalaran. Kiranya perlu sanggar-sanggar budaya didirikan demi 

kelestarian budaya setempat yang kaya nilai demi perkembangan kearifan lokal 

dan kelestarian nilai-nilai di dalamnya. 

Ketiga, kaum muda harus senantiasa membuka diri dan belajar untuk 

memahami, mendalami dan menghayati nilai-nilai luhur kebudayaan sebagaimana 

diwariskan dalam hukum adat yang berlaku di Kerajaan Fehalaran. Sebab 

kebijaksanaan hidup dalam elemen kebudayaan, mengandung berbagai pandangan 

hidup yang tidak dapat ditemukan dalam proses pendidikan formal pada berbagai 
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ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang kian pesat 

harus diimbangi pula dengan mental yang baik dan teguh dalam kebaikan, kasih, 

keadilan dan kebenaran, sehingga kaum muda tidak gampang terseret oleh 

derasnya arus globalisasi dunia modern. 
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LAMPIRAN 

A. DAFTAR PERTANYAAN 

a. Gambaran umum masyrakat Fehalaran sebagai wilayah penelitian 

1. Apa arti Fehalaran, tersusun dari kata-kata apa saja. mengapa orang 

menyebutnya Fehalaran? Bagaimana keadaan Geografisnya? Berapa 

jumlah penduduk orang Fehalaran dan darimana asal usulnya? 

2. Manakah bahasa resmi tradisional yang biasa digunakan dan bagaimana 

struktur kehidupan sosial masyarakat Fehalaran? 

3. Apa dan bagaimana keadaan matapencaharian dan teknologi serta 

bagaimanakah keadaan sistem pengetahuan orang Fehalaran? 

4. Bagaimana keadaan kesenian Tadisional orang Fehalaran? 

5. Bagaimana keadaan agama dan kepercayaan Tadisional orang Fehalaran?  

b. Konsep hukum atau peradilan adat di Fehalaran 

1. Apa itu hukum, secara garis besar dan bagaimanakah konsep hukum adat 

masyarakat Fehalaran? Jelaskan! 

2. Apakan hukum adat mempunyai kaitan dengan keadilan? 

3. Konsep peradilan adat yang mana dalam hukum adat yang merujuk pada 

keadilan dalam masyarakat? 

4. Siapakah para pemangku hukum adat dan apa perananya masing-masing? 

c. Penyelesaian masalah orang Fehalaran melalui hukum adat 

1. Apa itu hukum adat? Apa artinya, dan apa hakekatnya? Serta Sebutkan 

jenis-jenis kesalahan yang diadili dalam hukum adat? 

2. Bagaimana saja tahapan atau proses pelaksanaan hukum adat, siapa-siapa 

saja yang terlibat didalamnya? 
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3. Sanksi apa saja yang diberikan terhadap seorang yang bersalah dan berapa 

lama hukuman yang harus ditanggungnya? 

4. Jelaskan secara rinci proses terjadinya hukum adat dalam proses 

penyelesaian masalah masyarakat Fehalaran? Lalu kapan dan di manakah 

pelaksanaan hukum adat? 

d. Nilai keadilan dalam hukum adat dan implikasinya terhadap keadilan  

1. Manakah nilai keadilan yang diperoleh melalui hukum adat?  

2. Apakah  hukum adat berimplikasi terhadap keadilan?  

3. Keadilan mana saja yang diperoleh melalui hukum adat?  

4. Apakah hukum adat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup 

masyarakat Fehalaran? 

5. Adakah filosofi keadilan dalam masyarakat Fehalaran? Apakan filosofi 

hidup masyarakat Fehalaran memiliki makna yang membawa perubahan? 
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